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14. BPSMB Bandung, Jawa Barat
15. BPSMB Semarang, Jawa Tengah
16. BPSMB Surakarta, Jawa Tengah
17. BPSMB Surabaya, Jawa Timur
18. BPSMB Jember, Jawa Timur

19. BPSMB Bali

20. BPSMB Kalimantan Tengah

21. BPSMB Kalimantan Barat

22. BPSMB Kalimantan Selatan

23. BPSMB Kalimantan Timur

24. BPSMB Sulawesi Utara

25. BPSMB Sulawesi Selatan

26. BPSMB Sulawesi Barat

27. BPSMB Sulawesi Tengah

28. BPSMB Sulawesi Tenggara

29. BPSMB Gorontalo

30. BPSMB Maluku Utara

31. BPSMB Papua

32. BPSMB Papua Barat

33. BPSMB Maluku

Daftar Provinsi yang belum memiliki Unit Pelaksana Teknis
Daerah yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu
Barang

DKI Jakarta

Kalimantan Utara

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Barat

Kepulauan Riau

(i m (LT oy L L) o

Daerah Istimewa Yogyakarta
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4. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan dekonsentrasi ini pada prinsipnya dilaksanakan dengan
penggantian biaya perjalanan dinas kepada Kepala UPTD BPSMB
dan Kepala Seksi di UPTD BPSMB/Manajer Teknis/Manajer
Mutu/Manajer Administrasi UPTD BPSMB untuk provinsi yang
memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan
Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Kepala Bidang dan
staf PNS yang menangani bidang Standardisasi dan Pengendalian
Mutu pada Dinas yang menangani bidang perdagangan untuk
provinsi yang belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang
menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, yang
akan mengikuti kegiatan pertemuan teknis dengan ketentuan
sebagai berikut:

1) Dasar  keikutsertaan adalah  undangan/pemberitahuan

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutuy;

2) Pertemuan teknis diikuti oleh peserta, yang terdiri dari:

a. 1 (satu) orang Kepala UPTD BPSMB dan 1 (satu) orang
Kepala Seksi di UPTD BPSMB/Manajer Teknis/Manajer
Mutu/Manajer Administrasi UPTD BPSMB untuk provinsi
yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang
menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
serta

b. 1 (satu) orang Kepala Bidang yang menangani bidang
Standardisasi dan Pengendalian Mutu pada Dinas yang
menangani bidang perdagangan untuk provinsi yang belum
memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani
urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;

3) Kegiatan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dijadwalkan

pada triwulan III tahun berjalan.

Pada saat akan menghadiri kegiatan pertemuan teknis diharapkan

kepada peserta untuk membawa dokumen terkait dengan :

1) Program pengembangan atau pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah yang menangani urusan Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang (UPTD BPSMB) yang menunjang

pengembangan kompetensi dan kelembagaan laboratorium
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2) Ruang Lingkup Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi yang telah
diakreditasi di masing-masing UPTD BPSMB

3) Jumlah SDM pejabat fungsional PMB dan calon fungsional
PMB.

4) Jumlah contoh pengujian, jumlah penerbitan sertifikat
kalibrasi/sertifikasi pada tahun sebelumnya dan pada tahun
berjalan.

5) Kebutuhan dalam rangka pembinaan dan peningkatan

kemampuan SDM (bimbingan teknis dan workshop)

Jika dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terdapat sisa anggaran,
maka sisa anggaran tersebut dapat direvisi untuk pemanfaatan
dalam pembuatan dan pencetakan media informasi terkait bidang
standardisasi dan pengendalian mutu. Media informasi tersebut
dapat berupa leaflet, brosur, selebaran, atau bentuk lainnya yang

dapat disesuaikan dengan jumlah sisa anggaran

. Output

Output dari kegiatan ini adalah 62 (enam puluh dua) orang

peserta yang mengikuti pertemuan teknis.

. Pelaporan

Pegawal yang melaksanakan perjalanan dinas menyusun Laporan
Perjalanan Dinas (Softcopy dan Hardcopy) terkait hasil
pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada :

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

J1. Raya Bogor km. 26 Ciracas - Jakarta Timur 13740

Telp. (©2:1) 8710321

Fax. (021) 8710478

e-mail: dpmb@kemendag.go.id

Partisipasi Bimbingan Teknis LPK

. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan
bimbingan, pembinaan kepada personil BPSMB yang mempunyai

potensi dalam mendukung kegiatan pengendalian mutu barang
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untuk daerah sekitarnya agar dapat meningkatkan kompetensi

dan mengembangkan ruang lingkup.

. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan bimbingan teknis ini adalah dengan
penyampaian materi dikhususkan operasional penggunaan
peraiatan pengujlan di iokasl DBrSMB yang teian memiilka
peralatan pengujian tersebut untuk dapat diaplikasikan pada
ruang lingkup pengujian di masing-masing BPSMB yang
mendapatkan Bimbingan Teknis.

. Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Teknis LPK dilaksanakan di Direktorat
Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan
dan di 5 (lima) lokasi UPTD BPSMB sebagaimana pada tabel di
bawah yang diikuti oleh 15 Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Barang yang terdapat di 14 Provinsi, sebagai berikut:

No Asal (Peserta) Lokasi Bimtek Keterangan

1 | BPSMB Lampung | BPSMB Medan Pengujian aflatoksin

HPLC
2 | BPSMB Pontianak | BPSMB Solo Pengujian logam
menggunakan AAS
3 | BPSMB Bangka | BPSMB Solo Pengujian logam
Belitung menggunakan AAS
4 | RPSMR RPSMR Salo Pengniian  logam
Palangkaraya menggunakan AAS
5 | BPSMB Riau BPSMB Solo Pengujian logam

menggunakan AAS

pada bii kopi dan
vitamin pada minyak

goreng menggunakan

6 | BPSMB Palu BPSMB Jambi Pengujian beras,

pengujian GCMS, dan
Vitamin menggunakan

v wEny -

MriAa

BPSMB Gorontalo

BPSMB Medan

Pengujian aflatoksin

pada biji kopi dan
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No Asal (Peserta) Lokasi Bimtek Keterangan
vitamin pada minyak
goreng menggunakan
HPLC

8 | BPSMB Samarinda | BPSMB Medan Pengujian aflatoksin
pada biji kopi dan
vitamin pada minvak
goreng menggunakan
HPLC

9 | BPSMB Padang BPSMB Solo Pengujian logam
menggunakan AAS

10 | BPSMB BPSMB Solo Pengujian logam

Banjarbaru menggunakan AAS
11 | BPSMB Bengkulu | BPSMB Solo Pengujian beras,

Vitamin pada tepung
terigu menggunakan
HPLC dan pengujian
IUgaiil  HICHEEU ARG

AAS

12
|

BPSMB Palembang

BPSMB Solo

Pengujian beras,
Vitamin pada tepung
terigu menggunakan
HPLC dan pengujian
logam menggunakan
AAS

13

14

BPSMB Semarang

 BPSMB Surabaya

BPSMB Aceh

l

| BPSMB Makasar | Pengujian

Pengujian beras,

Vitamin pada tepung

TR N S |
Lea '_bl..-'- '_A-'\.«;'—abu-i."uniu-i..'.m' .

HPLC dan pengujian
logam menggunakan
AAS

vitamin
dengan HPLC dan
logam dengan ICP-

(OJUN
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No Asal (Peserta) Lokasi Bimtek Keterangan

15 | BPSMB Jember BPSMB Jambi Pengujian beras,

pengujian GCMS, dan
Vitamin menggunakan
HPLC

4. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan dekonsentrasi ini pada prinsipnya dilaksanakan dengan

penggantian biaya perjalanan dinas kepada Tenaga Fungsional

Penguji Mutu Barang (PMB)/Petugas Laboratorium yang memiliki

tugas melaksanakan proses pengujian mutu barang mulai dari

tahapan persiapan sampai dengan pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan hasil pengujian, yang akan mengikuti kegiatan

bimbingan teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Dasar  keikutsertaan adalah  undangan/pemberitahuan
Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu,;

2) Bimbingan teknis diikuti oleh 1 orang peserta Tenaga
Fungsional Penguji Mutu Barang (PMB)/Petugas Laboratorium.

3} Kegiatan i dilakukan sebanyak 1 {satu} kali yang dijadwalkan

pada triwulan II tahun berjalan.

Pada saat akan menghadiri kegiatan pertemuan teknis diharapkan
kepada peserta untuk membawa dokumen terkait dengan :

1) Metode atau Instruksi Kerja pengujian terkait, jika ada

2) Jaket laboratorium

Jika dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terdapat sisa anggaran,
maka sisa anggaran tersebut dapat direvisi untuk pemanfaatan
dalam pembuatan dan pencetakan media informasi terkait bidang
standardisasi dan pengendalian mutu. Media informasi tersebut
dapat berupa leaflet, brosur, selebaran, atau bentuk lainnya yang

dapat disesuaikan dengan jumlah sisa anggaran.

5. Qutput
Output dari kegiatan ini adalah 22 (dua puluh dua) orang peserta

vang mengikuti bimbingan teknis.
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6. Pelaporan

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menyusun Laporan
Perjalanan Dinas (Softcopy dan Hardcopy) terkait hasil
pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada :

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

J1. Raya Bogor km. 26 Ciracas - Jakarta Timur 13740

Telp. (021) 8710321

Fax. (021) 8710478

e-mail: dpmb@kemendag.go.id.

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah
Pengembangan ekspor non migas nasional dan pengelolaan impor yang
efektif merupakan salah satu prioritas kegiatan perdagangan luar negeri
untuk mendukung peningkatan daya saing produk olahan ekspor non
migas nasional sesuai dengan visi misi Pemerintah 2020-2024.
Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut perlu dilakukan pelimpahan
kewenangan kepada daerah melalui dinas yang menangani bidang
perdagangan luar negeri untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan
Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah, dengan beberapa sasaran,
yaitu:
Meningkatnya koordinasi pengelolaan ekspor dan impor di daerah
dalam rangka peningkatan ekspor dan pengelolaan impor untuk
memperkuat perekonomian domestik;
- Terlaksananya Fasilitasi Promosi dan Diklat kepada UKM di Daerah.
Adapun fokus kegiatan dan ruang lingkup kegiatan pengembangan

Perdagangan Luar Negeri di Daerah terdiri dari:

1. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan di Bidang Perdagangan

Luar Negeri
1.1 Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Kinerja ekspor dan impor daerah di 25 provinsi memiliki
pencapaian yang berbeda-beda disertai permasalahan serta
hambatan yang berbeda pula diakibatkan beragam permasalahan
di daerah. Untuk mengurangi berbagai permasalahan yang
muncul serta untuk mendorong kinerja ekspor-impor daerah,
perlu dilakukan kegiatan Penyelesaian Permasalahan Perdagangan

Luar Negeri di Daerah oleh Dinas yang membidangi perdagangan
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dengan mengundang stakeholder baik dari Kementerian
Perdagangan, Kementerian/Lembaga terkait, SKPD daerah serta
pelaku usaha. Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar
Negeri di Daerah dilaksanakan melalui identifikasi dan koordinasi
melalui tahapan sebagai berikut:

Focus Group Disscussion (FGD) Penyelesaian Permasalahan

Perdagangan Luar Negeri di Daerah

FGD Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di
Daerah dilaksanakan di 25 provinsi melalui sinergi antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pelaku usaha. Hasil
(output) dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan yang
mengakomodasi langkah-langkah atau kegiatan yang telah
dilakukan dalam rangka FGD Penyelesaian Permasalahan
Perdagangan Luar Negeri di Daerah dengan dilengkapi
rekomendasi yang dihasilkan dari rapat/koordinasi tersebut

dalam mendorong ekspor masing-masing provinsi.

Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya FGD Penyelesaian
Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah adalah untuk
melakukan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan
perdagangan luar negeri (ekspor-impor) di daerah dengan
mengundang aparatur pusat dan daerah serta pelaku usaha,
sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat segera
ditangani dan ditindaklanjuti. Melalui pelaksanaan kegiatan
tersebut, akan diperoleh informasi yang lengkap dan komprehensif
terkait pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di daerah

terutama kinerja ekspor atau impor yang produknya diatur.

. Lingkup Kegiatan

FGD penanganan permasalahan perdagangan luar negeri di
daerah melibatkan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian
Perdagangan dan dinas provinsi yang menangani bidang
perdagangan, Kementerian/Lembaga terkait lainnya, akademisi
perguruan tinggi serta pelaku usaha dengan mengangkat salah

satu topik atau lebih, sesuai dan tidak terikat pada topik sebagai
berikut:

Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
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- Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
- Penyederhanaan prosedur ekspor dan impor (deregulasi)
- Fasilitasi Ekspor dan Impor (Surat Keterangan Asal, Inatrade,
Akses Pembiayaan dan lainnya)
- Pengelolaan Impor
- Dukungan terhadap Pembentukan/Implementasi Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK)
Pengamanan Perdagangan
Catatan :
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun
2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 dalam
penjelasan angka (11) catatan angka (2) disebutkan bahwa
Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari
luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, termasuk
untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari
Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, honorarium narasumber
dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar

Bagian Anggaran (BA) DIPA penyelenggara.

. Daerah Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di Ibu kota/kota besar pada 25 Provinsi
di Indonesia oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan
yaitu:

1) DKI Jakarta

2) Jawa Barat

3) Jawa Tengah

4) Jawa Timur

S5) Sumatera Utara

6) Sumatera Barat

7) Riau

8) Jambi

9) Sumatera Selatan

10) Lampung

11) Kalimantan Tengah

12) Kalimantan Timur

13) Sulawesi Tengah

14) Sulawesi Selatan
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
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Sulawesi Tenggara

Nusa Tenggara Timur
Papua

Bengkulu

Maluku Utara

Banten

Kepulauan Bangka Belitung
Gorontalo

Kepulauan Riau

Sulawesi Barat

Kalimantan Utara

Tata Cara Pelaksanaan

1)

2)

3)

4)

Kegiatan melibatkan narasumber dari Direktorat Jenderal

Perdagangan Luar Negeri, pemerintah daerah,

Kementerian/Lembaga atau instansi terkait, akademisi serta

pelaku usaha;

Peserta paling sedikit 30 (tiga puluh) orang meliputi

pemerintah, pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga atau

instansi lainnya, serta pelaku wusaha. Sebagai contoh:

Kementerian Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian

Perdagangan, Bappenas, Bappeda, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Setempat, Bea Cukai setempat, Perbankan

daerah, BPS, Asosiasi, dan instansi terkait lainnya. Jumlah

peserta yang diundang memperhatikan ketersediaan pagu
alokasi dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Pelaku usaha yang dilibatkan dalam kegiatan ini harus

memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

a. Menghasilkan produk  yang diatur tata niaga
ekspor/impornya;

b. Menggunakan fasilitas SKA;

c. menghasilkan produk yang menjadi bahan baku bagi
industri dalam negert,

d. Melakukan proses produksi yang membutuhkan sebagian
besar bahan baku impor (vang tidak dapat dipenuhi
produksi dalam negeri.

Topik yang diangkat dalam pembahasan sesuai dengan ruang

lingkup sebagaimana disampaikan pada poin 2), dan dapat
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dikembangkan sesuai dengan dinamika yang sedang terjadi
dan mengemuka di daerah.

5) Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dilakukan paling lambat 1
(satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan, kepada
Kementerian Perdagangan dalam hal ini Sekretariat Direktorat
Jenderal Perdagangan Luar Negeri disertai topik / tema yang
akan dibahas.

6) Kegiatan diharapkan dapat menghasilkan komitmen dan
kesepakatan peran daerah dalam mendukung kegiatan/kinerja
Kementerian Perdagangan khususnya Direktorat Jenderal

Perdagangan Luar Negeri.

. Output

1) Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan pelaksanaan
kegiatan dan dilengkapi dengan informasi yang tersaji dalam
bentuk matriks.

2) Penyampaian laporan dan matriks kepada Sekretariat
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berupa hardcopy
dan softcopy dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang dan telah dibubuhi stempel.

3) Laporan dan matriks wajib disampaikan paling lama 2 (dua)
minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

. Pelaporan

Format Laporan FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan

Luar Negeri di daerah memuat hal-hal sebagai berikut:

- Cover;

- Executive summary, merupakan ringkasan yang dibuat
berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui
kegiatan yang telah dilaksanakan, dan

- Lampiran

Laporan serta Matrik disampaikan dalam bentuk softcopy paling

lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan melalui e-mail:

program.daglu@kemendag.go.id. dan hardcopy ke: Bagian Program
dan Kerjasama

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9

J1. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110
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Tabel. 1. FGD Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Waktu Pelaksanaan

Tempat
Anggaran :Rp ...
Hasil
Identifikasi Responden/Subjek Pelaksanaan Kegiatan Hasil/ Keterangans
Permasalahan! /Sumber Data? Pertanyaan#* | Tanggapan® Kesimpulan

! Diisi dengan Daftar Permasalahan yang Akan di Identifikasi di Daerah.

2 Diisi dengan Nama/Instansi/responden dalam pelaksanaan identifikasi

3 Diisi dengan keterangan apabila terdapat catatan ataupun hal-hal yang perlu ditindaklanjuti saat pelaksanaan FGD.
4 Diisi dengan detail pertanyaan yang disampaikan saat Identifikasi.

5 Diisi dengan tanggapan yang disampaikan oleh para responden
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Optimalisasi Ekspor Daerah

Dalam rangka optimalisasi peningkatan dan pengembangan
ekspor non migas nasional, perlu kerjasama dan peran serta
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi) untuk
mencapai tujuan tersebut. Ditengah-tengah perekonomian
global yang sedang mengalami kontraksi diakibatkan
penyebaran Pandemi COVID-19, kondisi ekspor Indonesia pada
tahun 2020 ke negara tujuan ekspor tentu mengalami
penurunan tajam. Ekspor nonmigas yang turun secara
signifikan sampai dengan Mei 2020 terdiri dari produk
pertanian, industri pengolahan dan pertambangan baik secara
tahunan maupun bulanan (BPS, Edisi Mei 2020). Kita harapkan
bahwa segala upaya pemerintah dalam menangani dan
menghadapi kondisi pandemi ini melalui penerapan dan
pengawasan protokol kesehatan dapat mengendalikan kondisi
masyarakat, kehidupan serta perekonomian menuju perbaikan.
Bersamaan dengan itu bahwa kita harapkan juga bahwa
kondisi perekonomian global akan pulih sehingga dapat
mendorong ekspor non migas Indonesia ke negara mitra dagang

di seluruh dunia.

Dalam mendorong ekspor non-migas, Kementerian Perdagangan
menerbitkan kebijakan terkait ekspor komoditi yang diatur
tataniaganya untuk mendukung optimalisasi peningkatan
ekspor ke negara mitra dagang. Sampai dengan tahun 2020,
Indonesia saat ini telah memilki 11 perjanjian PTA/FTA/CEPA
yang sudah diimplementasikan. Perjanjian perdagangan
tersebut terdiri dari: (1) Common Effective Prefential Tarif
ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA), (2) ASEAN- China
Economic Partnership Agreement (ACEPA), (3) ASEAN Japan
Economic Partnership Agreement (AJEPA), (4) ASEAN Korea
Free Trade Agreement (AKFTA), (5) ASEAN Australia New
Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), (6) ASEAN India Free
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Trade Agreement (AIFTA), (7) Indonesia Pakistan Preferential
Tariff Agreement (IP-PTA), (8) Indonesia Japan Economic
Partnership Agreement (IJEPA), (9) Indonesia-Australia
Compehensive Economic Partenership Agreement (CEPA), (10)
ASEAN-Hongkong Free Trade Agreement and Investment, dan
(11) Indonesia-Chile Compehensive Economic Partnership
Agreement. Seluruh perjanjian tersebut bertujuan untuk
meningkatkan kinerja perekonomian secara umum, dan secara

spesfik adalah untuk meningkatkan perdagangan Indonesia.

Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut perlu dilakukan
pelimpahan kewenangan kepada daerah melalui dinas yang
menangani  bidang  perdagangan luar negeri untuk
melaksanakan kegiatan Optimalisasi Ekspor Daerah melalui

Perjanjian Perdagangan.

Optimalisasi Ekspor Daerah Melalui Perjanjian Perdagangan

Salah satu manfaat dari perjanjian perdagangan bebas yang
dimiliki oleh Indonesia dengan negara mitra FTA adalah
penurunan tarif barang yang dapat diutilisasi melalui
penggunaan Surat Keterangan Asal. Namun demikian,
berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa tingkat penggunaan
SKA preferensi FTA/CEPA secara nasional pada tahun 2018
adalah sebesar 51,9%. Tingkat utiliasasi bervariasi antar
provinsi, terdapat 9 (sembilan) provinsi yang memiliki nilai
ekspor non migas cukup besar namun memiliki utilisasi
perjanjian perdagangan rendah, yaitu: (i) Kepulauan Riau
(12,6%); (i) Jambi (28,8%), (vi Lampung (28,9%), Sumatera
Selatan (31%), Yogyakarta (34,4%), Jawa Tengah (34,6%);
Sulawesi Utara (35,5%), Bali (35,7%), Sulawesi Tenggara
(40,9%).
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Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah tersebut
di atas perlu melakukan diskusi dengan para pelaku usaha
untuk mendapatkan masukan bagi pemerintah pusat untuk
penguatan kebijakan yang diperlukan sehingga pemanfaatan

berbagai kerja sama perdagangan Indonesia dapat ditingkatkan.

Tujuan
Focus Group Discussion (FGD) adalah bentuk diskusi yang
didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan,
kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang
dikehendaki peserta. Oleh karena itu, maksud dari FGD ini
adalah untuk memunculkan informasi mengenai keinginan,
kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang
dikehendaki pelaku usaha tentang ekspor melalui perjanjian
perdagangan bebas yang telah dimiliki Indonesia.

Tujuan dari FGD ini secara spesifik untuk:

1) Mengetahui hambatan pemanfaatan FTA/CEPA yang dialami
pelaku usaha di daerah,

2) Mengetahui faktor-faktor pendorong pemanfaatan FTA/CEPA
yang dianggap paling penting oleh pelaku usaha dirasakan
perlu dilakukan,

3) Memberikan rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor

daerah melalui pemanfaatan perjanjian perdagangan.

Lingkup Kegiatan

FGD Optimalisasi Ekspor Daerah Melalui Perjanjian
Perdagangan merupakan satu kegiatan pertemuan (meeting)
yang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi perdagangan
dengan fasilitator dari dinas yang membidangi perdagangan,
narasummber dari Kementerian Perdagangan dan beberapa
Asosiasi Pelaku Usaha di daerah dan peserta dari pengusaha
dan dinas yang membidangi perdagangan luar negeri di

kabupaten/kota dalam lingkup provinsi tersebut.
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Informasi yang perlu digali dari para narsumber dan peserta
adalah informasi tentang manfaat dari perjanjian perdagangan
bebas dan mengapa pelaku usaha di daerah belum dapat
memanfaatkan skema perjanjian perdagangan yang telah
disepakati oleh Indonesia dengan negara mitra dagang dan
bagaimana perjanjian perdagangan tersebut dapat bermanfaat

bagi pelaku usaha di daerah.

Catatan :

Aturan mengenai alokasi dan pembayaran honor narasumber
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun
2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 dalam
penjelasan angka (11) catatan angka (2) disebutkan bahwa
Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari
luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, termasuk
untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari
Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, honorarium
narasumber dapat dibayarkan sepanjang sumber
pendanaannya dari luar Bagian Anggaran (BA} DIPA

penyelenggara.

. Daerah Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di lbu kota/kota besar pada 14
(empat belas) Provinsi oleh Dinas Provinsi yang membidangi
Perdagangan antara lain:

1) DI Yogyakarta

2) Jawa Tengah

3) Sumatera Selatan

4) Lampung

5) Jambi

6) Sulawesi Utara

7) Kepulauan Riau

8) Bali

9) Sulawesi Tenggara
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10)
11)
12)
13)
14)
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Aceh

Kalimantan Selatan
Maluku

Nusa Tenggara Barat

Papua Barat

Tata Cara Pelaksanaan

1)

2)

3)

4)

S)

Bentuk kegiatan dilakukan secara tatap muka di
hotel/ruang pertemuan dan dilaksanakan secara swakelola
dengan memperhatikan protokol kesehatan. Apabila terjadi
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka kegiatan
dapat dilakukans melalui online meeting/video conference.
Kegiatan dilaksanakan oleh dinas provinsi yang menangani
bidang perdagangan dengan mengundang narasumber 2
(dua) orang dari Ditjen Perundingan Perdagangan
Internasional, 1 (satu) orangdari Ditjen Perdagangan Luar
Negeri, dan 2 (orang) orang dari Asosiasi Pelaku Usaha di
Daerah.

Panitia meminta bahan publikasi dalam bentuk softcopy
(leaflet, booklet, dll) tentang Free Trade Agreements kepada
Sekretariat Ditjen PPl untuk dapat dicetak sebanyak
jumlah peserta dan dibagikan kepada peserta pada saat
FGD.

Panitia menyediakan sewa kendaraan sebanyak 2 (dua)
unit untuk mobilisasi 2 (dua) orang narasumber dari Ditjen
Perundingan Perdagangan Internasional dan 1 (satu)
narasumber dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan kegiatan.

Peserta sebanyak 30-50 orang meliputi pemerintah,
pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga atau instansi

lainnya, serta pelaku usaha.




6)

7)

8)

9)

10)

812 =

Pelaku usaha yang dilibatkan dalam kegiatan ini harus

memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- menghasilkan  produk yang diatur tata niaga
ekspor/impornya;

- melakukan ekspor ke negara mitra FTA, namun belum
menggunakan SKA.

Topik yang diangkat dalam pembahasan sesuai dengan

ruang lingkup sebagaimana disampaikan pada poin 2), dan

dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika yang sedang

terjadi dan mengemuka di daerah.

Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dilakukan paling lambat

1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan, kepada

Kementerian Perdagangan dalam hal ini Sekretariat

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan

Internasional.

Kegiatan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi

kebijjakan kepada pemerintah pusat, komitmen dan

kesepakatan peran daerah dalam mendukung pemanfaatan

perjanjian perdagangan bebas di daerah.

Apabila terdapat sisa anggaran dapat digunakan untuk:

- pencetakan materi dalam bentuk leaflet, booklet, atau
flyers atau tentang Free Trade Agreements,

- perjalanan dinas panitia daerah ke pusat untuk
koordinasi  persiapan atau penyusunan laporan

penyelenggaraan kegiatan.

5. Output

1) Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan format pelaporan dibawah ini.

2) Penyampaian laporan dapat disampaikan kepada Sekretariat

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Sekretariat

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Inernasional
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berupa hardcopy dan softcopy dan sudah ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang dan telah dibubuhi stempel.
3) Laporan wajib disampaikan paling lama 2 (dua) minggu

setelah pelaksanaan kegiatan.

. Pelaporan

Format Laporan Optimalisasi Ekspor Daerah Melalui Perjanjian

Perdagangan memuat hal-hal sebagai berikut:

- Cover;

- Executive summary, merupakan ringkasan yang dibuat
berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui
kegiatan yang telah dilaksanakan, dan

- Lampiran

Laporan disampaikan dalam bentuk softcopy paling lambat 2

(dua) minggu setelah pelaksanaan melalui

e-mail: program.daglu@kemendag.go.id.

e-mail: prog-setkpi@kemendag.go.id

Laporan hardcopy kepada :

Bagian Program dan Kerjasama

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9

J1. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110

dan

Bagian Program

Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan
Internasional

Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 8

J1. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110
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Layanan Perkantoran

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pelimpahan bidang
perdagangan luar negeri kepada dinas yang membidangi
perdagangan  serta mendukung kelancaran pelaksanaan
operasional satuan kerja dana dekonsentrasi, untuk itu

diperlukan kegiatan dukungan operasional perkantoran.

. Tyujuan
1) Memberikan dukungan operasional satker.
2) Memberikan dukungan fasilitasi bagi daerah menghadiri

kegiatan pusat yang memerlukan partisipasi daerah.

. Ruang Lingkup
Pelaksanaan operasional perkantoran mencakup ruang lingkup
sebagai berikut :
1) Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana
Anggaran didalamnya mencakup kegiatan sebagai berikut:
a. Partisipasi/menghadiri Forum Koordinasi Implementasi
(FKI) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
b. Partisipasi/menghadiri Forum Koordinasi Teknis Direktorat
Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
c. Partisipasi/menghadiri Rapat Kerja Kementerian
Perdagangan
d. Partisipasi/menghadiri Rapat Pelatihan Bendahara
2) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan meliputi kegiatan
sebagai berikut :
a. Pembayaran honor operasional satuan kerja (mencakup
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,
Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan)

b. Pemenuhan kebutuhan operasional Satuan Kerja

. Daerah Pelaksanaan
Kegiatan dukungan operasional perkantoran ini dilaksanakan
pada seluruh satker 34 (tiga puluh empat) dinas yang membidangi

perdagangan.
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4. Tata cara pelaksanaan
1) Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana

Anggaran didalamnya mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. Partisipasi/menghadiri Forum Koordinasi Implementasi
(FKI) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
Pelaksanaan kegiatan ini mengikuti undangan jadwal
kegiatan Forum Koordinasi dan Implementasi dari
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Keikutsertaan
peserta daerah pada kegiatan ini diharapkan partisipasi dari
(1) Kepala Dinas, (2) Kepala Bidang
Perdagangan/Perdagangan Luar Negeri dan (3) Kepala Seksi
yang menangani ekspor. Dalam hal pejabat tersebut
berhalangan hadir, dapat ditunjuk/ditugaskan pejabat
representatif yang dapat mewakili.

b. Partisipasi/menghadiri Forum Koordinasi Teknis Direktorat
Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
Pelaksanaan kegiatan ini mengikuti undangan jadwal
kegiatan Rapat Koordinasi Teknis dari Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekspor Nsional. Keikutsertaan peserta
daerah pada kegiatan ini diharapkan partisipasi dari (1)
Kepala Dinas, (2) Kepala Bidang Perdagangan/Perdagangan
Luar Negeri dan (3) Kepala Seksi yang menangani
promosi/pengembangan ekspor. Dalam hal pejabat tersebut
berhalangan hadir, dapat ditunjuk/ditugaskan pejabat
representatif yang dapat mewakili.

c. Partisipasi/menghadiri Rapat Kerja Kementerian
Perdagangan
Pelaksanaan kegiatan ini mengikuti undangan jadwal
kegiatan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan dari
Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.
Keikutsertaan peserta daerah pada kegiatan ini diharapkan
partisipasi dari (1) Kepala Dinas, (2) Kepala Bidang
Perdagangan/Perdagangan Luar Negeri dan (3) Kepala Seksi
yang menangani ekspor/promosi/pengembangan ekspor.
Dalam hal pejabat tersebut berhalangan hadir, dapat
ditunjuk/ditugaskan pejabat representatif yang dapat

mewalkili.
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d. Partisipasi/menghadiri Rapat Pelatihan Bendahara
Pelaksanaan kegiatan ini mengikuti undangan jadwal
kegiatan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perdagangan. Keikutsertaan peserta daerah pada kegiatan
ini diharapkan partisipasi dari bendahara / calon
bendahara /staf pengelola keuangan yang belum memiliki
sertifikasi Bendahara

2) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan meliputi kegiatan
sebagai berikut :

a. Pembayaran honor operasional satuan kerja (mencakup
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,
Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan).
Pembayaran honor operasional satuan kerja mencakup
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,
Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan untuk 12
(dua belas) bulan mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun 2021.

b. Pemenuhan kebutuhan operasional Satuan Kerja
Pemenuhan  kebutuhan  operasional satuan  kerja
dekonsentrasi pada dinas yang membidangi perdagangan
mengalokasikan kebutuhan alat tulis kantor, komputer
supplies serta biaya rapat koordinasi pelaksanaan dana
dekonsentrasi.

Catatan :

Untuk kegiatan koordinasi ke pusat dilaksanakan minimal 2
(dua) kali dalam satu tahun. Setiap pelaksanaan koordinasi
dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) orang sesuai dengan

ketersediaan alokasi anggaran.
5. Output
Terlaksananya layanan operasional perkantoran dana

dekonsentrasi selama 1 (satu) tahun untuk mendukung kinerja

satuan kinerja.

6. Pelaporan

Pelaporan Realisasi Output dan Anggaran




4.1

4.1.1
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Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan menyampaikan
pelaporan realisasi output dan anggaran kegiatan layanan
perkantoran dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dikirim setiap triwulan bersamaan dengan laporan realisasi
kegiatan dekonsentrasi lainnya.
- Dikirim melalui surat elektronik ke alamat e-mail:
program.daglu@kemendag.go.id
- Hal yang dilaporkan antara lain:
1. Jumlah realisasi kegiatan dan anggaran.
2. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan terkait kegiatan tersebut

(kendala, saran, dll).

Fasilitasi Pelatihan Pengembangan Produk dan Promosi Kepada
UKM

Fasilitasi pengembangan ekspor daerah dilakukan melalui

Program:
Pengembangan Produk Ekspor

Pengembangan desain terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Seleksi
pengembangan desain, pengembangan desain produk dan

pengembangan desain kemasan.

Seleksi Pengembangan Desain

. Tyjuan

Kegiatan seleksi pengembangan desain bertujuan untuk
menyeleksi UKM sebagai peserta pengembangan desain produk
atau kemasan serta memberikan pemahaman pentingnya desain
untuk meningkatkan daya saing ekspor bagi para pelaku usaha di

daerah.

. Lingkup Kegiatan

Seleksi pengembangan desain dilaksanakan melalui workshop
dengan mengundang UKM sebagai peserta workshop. Pada
kegiatan workshop akan dipaparkan mengenai peran penting
desain produk atau kemasan dalam peningkatan daya saing
produk ekspor pelaku usaha daerah. Setelah dilaksanakan

workshop akan  dilaksanakan seleksi peserta kegiatan
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pengembangan desain melalui wawancara dan kunjungan oleh
tenaga ahli desain produk atau kemasan, pelaksana dari Ditjen

PEN, dan Dinas Provinsi .

3. Daerah Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan seleksi pengembangan desain dilaksanakan di 13 (tiga

belas) provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1) Seleksi Pengembangan Desain Produk

a. Gorontalo

o

Sulawesi Barat

Riau

o o

Bengkulu

L

Kalimantan Tengah

=)

Jawa Tengah

2) Seleksi Pengembangan Desain Kemasan

a. Sumatera Utara

b. Kalimantan Selatan
c. Maluku

d. Maluku Utara

e. Jambi

f. Sulawesi Tenggara

g. Papua Barat

4. Tata Cara Pelaksanaan

Pembagian tugas, kewajiban dan tanggungjawab antara Direktorat

Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan Dinas Provinsi

yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan, antara

lain:

1) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
menylapkan tenaga ahli desain (desainer) produk atau
kemasan sebagai narasumber workshop dan seleksi peserta
pengembangan desain produk atau kemasan serta dilanjutkan
pada tahap pendampingan.

2) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

perdagangan pada provinsi:
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a. membiayai biaya perjalanan serta honorarium tenaga ahli
desain dan biaya perjalanan perwakilan Ditjen PEN serta
biaya pelaksanaan kegiatan seleksi pengembangan desain di
daerah.

b. Mengundang UKM sebagai peserta seleksi pengembangan
desain sesuai fokus produk yang akan dikembangkan.

c. Mengkoordinasikan kegiatan seleksi pengembangan desain
meliputi workshop dan seleksi peserta pengembangan

desain.

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan kegiatan seleksi

pengembangan desain produk atau kemasan, perlu ditentukan

kriteria usaha kecil menengah yang menjadi peserta kegiatan

seleksi pengembangan desain beserta tata cara pelaksanaan

kegiatan. Kriteria usaha kecil menengah yang menjadi peserta

adalah sebagai berikut :

Kriteria Umum:

1)
2)
3)
4)

S)

6)

Perusahaan termasuk usaha kecil dan menengah (UKM);

Badan usaha yang memiliki dokumen legalitas usaha;
Perusahaan yang telah memiliki merk;

Perusahaan eksportir maupun perusahaan belum ekspor
namun berminat masuk ke pasar ekspor;

Perusahaan telah memproduksi produknya minimal selama 2
tahun;

Memiliki alamat usaha yang jelas dan mempunyai nomor

telp/HP/email yang dapat dihubungi.

Kriteria Produk

1)

Merupakan produk potensial/andalan daerah atau yang
sedang dikembangkan sebagai produk identitas daerah;
Khusus untuk  Provinsi Jawa  Tengah  difokuskan
pengembangan desain produk furnitur. Kegiatan

pengembangan desain produk di Provinsi Jawa Tengah ini
merupakan tindak lanjut dari FGD Penanganan Permasalahan

Perdagangan Luar Negeri di Daerah.
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2) Sumber bahan baku produk yang diolah memiliki kemampuan
sumber daya suplai yang besar, sehingga bila ada permintaan

besar ekspor/ buyer mampu dipenuhi;

Kriteria UKM Peserta Diklat, diutamakan;

1) pemilik atau minimal adalah staf pemasaran;

2) minimal lulusan SMA atau sederajat dan dengan maksimal
peserta berumur 55 tahun;

3) dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris (minimal pasif).

Tata cara pelaksanaan kegiatan seleksi pengembangan desain,

yaitu:

1) Dinas mengundang 30 pelaku usaha lokal sebagai peserta
seleksi pengembangan desain.

2) Narasumber adalah desainer produk atau kemasan, dan
pelaksana dari Ditjen PEN, dan Dinas Provinsi. Pada acara ini
dipaparkan mengenai peran desain produk atau kemasan
dalam peningkatan daya saing.

3) Peserta akan diseleksi melalui metode wawancara dengan
membawa contoh produk/foto produk/alat promosi lainnya
sebagai bukti dan data dukung dalam wawancara.

4) Kunjungan ke tempat kerja kandidat peserta untuk melihat
secara langsung kondisi di lapangan dan menilai kesesuaian
kriteria dan informasi yang diberikan pada saat wawancara
dengan kondisi sebenarnya.

5) Memilih dan menetapkan 2 (dua) UKM terbaik untuk mengikuti
kegiatan pengembangan desain produk atau kemasan oleh
Desainer, Ditjen PEN, serta Dinas.

6) UKM yang terpilih akan dimintai kesediaan dan komitmen
untuk mengikuti program pendampingan pengembangan
desain produk atau kemasan secara aktif.

7) Komunikasi antara Desainer, Dinas dan Ditjen PEN dengan
peserta akan terus dijalin untuk saling berdiskusi dalam

pengembangan desain produk atau kemasan.

Apabila kegiatan seleksi pengembangan desain tidak dapat

dilaksanakan secara fisik, kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan
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1.
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secara daring. Serta jika ada kelebihan anggaran dari anggaran
kegiatan seleksi pengembangan desain, maka dapat direvisi untuk
dioptimalisasi pada program/kegiatan yang bertujuan mendukung
kegiatan atau pengembangan desain, misalnya menyediakan biaya
pembelian bahan untuk pembuatan mock up, maupun biaya
pengiriman barang/produk atau untuk pembelian produk hasil
pengembangan produk atau kemasan sebagai contoh untuk
dipromosikan, baik melalui Ditjen PEN dalam Pusat
Pengembangan Desain (Indonesia Design Development
Center/IDDC), memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan
ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi pada
promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara

fisik maupun daring.

Output

Output kegiatan ini adalah terpilih 2 (dua) UKM peserta
pengembangan desain atau kemasan sesuai dengan jenis kegiatan
pengembangan desain provinsi pelaksana.

Pelaporan

Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan
berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan serta hasil
capaian UKM  pengembangan desain kepada  Direktur
Pengembangan  Produk  Ekspor dan  Sekretaris Ditjen
Pengembangan  Ekspor Nasional, baik dalam laporan
perkegiatan/pertahapan maupun laporan akhir menjadi bagian
dari program pengembangan ekspor daerah secara keseluruhan.
Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindag diminta mengisi
matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi

Pengembangan Ekspor Provinsi masing-masing.

Pengembangan Desain Produk
Tujuan

Kegiatan pengembangan desain produk diselenggarakan bertujuan
untuk meningkatkan daya saing pelaku ekspor di daerah melalui
pengembangan desain dari produk yang telah ada agar tercipta
desain produk baru (prototype/produk baru) yang sesuai dengan

selera pasar dan permintaan konsumen global saat ini. Dengan
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adanya pengembangan produk ini diharapkan dapat menambah
wawasan dan pengetahuan para pelaku usaha di daerah, baik
dalam hal desain, pewarnaan, simplikasi, perpaduan antara
tradisional dengan kontemporer (kekinian tanpa meninggalkan
unsur budaya yang telah menjadi ciri khas), serta diharapkan
terjalin networking antara desainer dengan pelaku usaha yang
berkelanjutan dalam peningkatan daya saing produk melalui

pengembangan desain produk yang berorientasi ekspor.

. Lingkup Kegiatan

Pengembangan dan peningkatan daya saing produk melalui
pendampingan pengembangan desain kepada UKM terpilih dari
kegiatan seleksi pengembangan desain, oleh tenaga ahli desain
produk, sehingga tercipta produk dengan desain baru sebagai

produk unggulan ekspor provinsi.

. Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Desain Produk dilaksanakan di 6 (enam)
provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1) Gorontalo

2) Sulawesi Barat

3) Riau

4) Bengkulu

5) Kalimantan Tengah

6) Jawa Tengah

Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah difokuskan pengembangan
desain produk furnitur. Kegiatan pengembangan desain produk di
Provinsi Jawa Tengah ini merupakan tindak lanjut dari FGD

Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah.

. Tata Cara Pelaksanaan

Pembagian tugas, kewajiban dan tanggungjawab antara Direktorat
Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan Dinas Provinsi
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan, antara
lain:

1) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

menyiapkan tenaga ahli desain (desainer) produk serta
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memberikan pendampingan kepada tenaga ahli tersebut

sepanjang proses pengembangan desain produk.

2) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
perdagangan pada provinsi:

a. membiayai biaya perjalanan serta honorarium tenaga ahli
desain dan biaya perjalanan perwakilan Ditjen PEN serta
biaya pelaksanaan kegiatan pengembangan desain produk
di daerah.

b. melakukan pembinaan dan monitoring, khususnya pasca
berakhirnya Trade Expo Indonesia (TEI) 2021, hingga usaha
kecil menengah ekspor daerah tersebut berhasil melakukan

ekspor.

Tata cara pelaksanaan kegiatan pengembangan desain produk
dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:
1) Pendampingan ke-1

a. Desainer memberikan rekomendasi konsep, arah dan model
pengembangan dalam menciptakan prototype desain produk
baru kepada UKM.

b. Desainer menjelaskan target pemasaran produk dengan
desain Produk baru.

c. Desainer berkomunikasi dan berdiskusi dengan UKM
peserta secara berkelanjutan dan menyempurnakan
pengembangan desian produk.

2) Pendampingan ke-2

Desainer, Dinas Provinsi dan Perwakilan Ditjen PEN akan

membahas konsep usulan desain produk baru, serta membuat

prototype desain produk baru.
3) Pendampingan ke-3

a. Desainer, Dinas Provinsi dan Perwakilan Ditjen PEN akan
melakukan monitoring proses pembuatan hingga finishing
produk prototype baru.

b. Desainer membantu dalam pembuatan materi promosi para
UKM. Serta berdiskusi dalam penentuan harga produk
dengan desain baru.

Apabila kegiatan pengembangan desain produk tidak dapat

dilaksanakan secara fisik, kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan
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secara daring. Serta jika terdapat kelebihan anggaran dari
kegiatan pengembangan desain produk ini, maka dapat direvisi
untuk dioptimalisasi pada program/kegiatan yang bertujuan
mendukung kegiatan atau pengembangan desain produk,
misalnya menyediakan biaya pembelian bahan untuk pembuatan
mock up, maupun biaya pengiriman barang/produk atau untuk
pembelian produk hasil pengembangan produk tersebut sebagai
produk contoh untuk dipromosikan, baik melalui Ditjen PEN
dalam Pusat Pengembangan Desain (Indonesia Design Development
Center/IDDC), memfasilitasi UKM untuk mengikuti pelatihan
ekspor secara fisik maupun daring atau berpartisipasi pada
promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat secara

fisik maupun daring.

Output

Output kegiatan ini adalah prototype produk dengan desain baru
dengan perincian setiap provinsi akan menghasilkan minimal 3
(tiga) jenis desain baru/prototype yang dihasilkan oleh masing

UKM peserta kegiatan pengembangan desain produk.

. Pelaporan

Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan
berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan serta hasil
capaian UKM pengembangan produk kepada Direktur
Pengembangan  Produk Ekspor dan  Sekretaris Ditjen
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